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BAB  V 

PENUTUP 

 
 

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 

Malang 2015 – 2019 merupakan dokumen perencanaan reformasi 

birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota 

Malang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi 

yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana 

dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan 

kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan 

berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai 

dengan tanggung jawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan 

koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan 

pelaksanaannya. 

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map 

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang 2015 – 2019 dilakukan 

dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan 

kemampuan Pemerintah Kota Malang 2015 – 2019 dalam merespon 

harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan 

secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, 

namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis 

dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis 

yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi 

sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan 

berkelanjutan. Setiap individu aparatur, pejabat, anggota tim reformasi 

birokrasi, setiap unit kerja harus terus-menerus berupaya untuk 

melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran 

reformasi birokrasi. 

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus 

dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan 

banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. 

Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Malang harus terus 

dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh 

karena itu, Pemerintah Kota Malang telah komitmen untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh. 
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Dengan telah diselesaikannya Dokumen Road Map Reformasi 

Birokrasi ini, maka diharapkan tahapan-tahapan sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada 

Pemerintah Daerah, dapat diselesaikan pula.  Hal tersebut dimaksudkan 

agar Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi ini dapat segera 

ditetapkan menjadi Peraturan Walikota yang menjadi dasar hukum bagi 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota 

Malang. 
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